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KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! KONAWE,

bahwa daiam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunanr dan
pelayanan kemasyarakatan. maka diperlukan
pcnataan kembali organisasi perangkat daerah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan
proporsional sehingga terwujud pemerintahan
yang baik (Good Governance);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud hurut a tersebut di atas, maka
dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang |
Pembentukan Daerah-Daerah  Tingkat i di -
Sulawesi {Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor :

74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822};

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang '
Pokok-Pokck Kepegawaian {Lembaran Negara °

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3041) sebagaimana telah uiubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1997 tentang  Pokok-Pokck  Kepegawaian

tLeinbaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, -

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenteng

Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran . ;

Negara Nomor 3852); . o

P

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang .

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun |

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi |

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2035

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4548);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusac
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1988

tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di .

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan
dan - -Pemberhentian Pegawai Negeri Sipit
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004
tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari
menjadi Kabunaten Konawe (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 103);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Prsja
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4482);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 .
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemrintah Daerain Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Ncmor 4737);



13. Peraturan Pemerirtah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah {(Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741); ‘

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMOING PRA'A

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
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Daerah adalah Kabupaten Konawe.

Pemerintahan  daerah  adalah  Penyelenggaraan  Urusan
-Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
tuasitya dalaim sistein dan prinsip MNegara Yesatuan Republik
indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar !
Negara Republik Indonesia 1945.

Pamerirtah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah saebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
sebaga’ unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe.
Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.

Sekretaris Daerah adalah Sekretanis Daerah kabupaten Konawe.
Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Konawe.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemeriniah Daerah
datam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan
ketertiban umum serta menegakkan eraturan Daerah.

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang
melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah dan kenutusan Kepala Daerah.
Ketentraman aan katertiban urmun adalah suatu keadaan dinamis
yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram,
tertib dan teratur.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembaniu Kepala
Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, kecamatan dan Kelurahan.

Unit Pelaksana Teknis adaiah unsur petlaksana tugas teknis pada
Dinas dan Badan Kabupaten Konawe.

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya,
disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Kabupaten Konawe.
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(1)
(2)
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Eselonering adalah tingkatan jabatan strukturat.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Umum
(JFU)
BAB i
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja |

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe;

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur merngenai
kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, hak dar kewajiban
organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe;
Rincian tugas pokok, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 3

Bagan susunan organisasi Pemerintah Daerah adalah sebagaimana
ditetapkan dalam lampiran | Peraturan Daerah ini.

BAB i
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah, dipimpin oleh
seoraing kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui sekretaris Daerah.
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Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja mempunvai tugas memeiihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (5),
Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksaiiaan keteniraman dan
ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan
Bupati. S

b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.

c. Pelaksanaan kebijakan penegakkann Peraturan Daerah dan
Keputusan Bupati.

d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharazan dan penyelenggaraan
xetentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Feraturan
Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian
Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil { PPNS ) dan atau aparauw
lainnya

e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang :

a. Menertibkan dan iMenindak Warga Masyarakat atau Badan Hukum
yang mengganggu ketentraman dan ketertiban uinum
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b. Melakukan pemeriksaan terhadap Warga Masyarakat atau Badan
Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah.

c. Melakukan tindakan represif non vyustisial terhadap Warga
Masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. }

Pasal 8

Poiisi Pamong Praja rueinpunyai hax kepegawaian sebagai Pegawai
Negeri Sipil dan mendapatkan fasilititas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib :
a. Menjunjung tinggi Norma Hukum, Norma Agama, Hak Asasi
Mariusia dan Norma-ilorma Sosial lainnya yang hidup dan
berkembang di masyarakat.
. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang
dapat mengganggu keteptraman dan ketertiban umum.
Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau
patut diduga adanya tindak picana.
d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga
adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah.
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Pasal .10..

Sebagian Anggota Satuan Poﬁsi Pamong Praja ditetapkan menjadi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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BAB V
SUSUNAN ORGANISASH
Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
dimaksud pada pasal (2) Peraturan Daerah ini, terdiri dani :
2. Kepala
b. Subag. Tata Usaha
c. Seksi-seksi
d. Kelompok Jabatan Fungsional. -

(2) Dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat
dibentuk satuan-satuan sesuai kebutuhan yang akan ditetapkan
metatui Peratusan hepala Daeian.

¥ (3) Bagan susunan organisasi Satuan Poliss Pamong Praja adalah

sebagaimana ditetapkan dalam lampiran |l Peraturan Daerah ini;

BAB Vi
ESELONERING
"Pasal 12

(1) Kepala Kantor Eselon ill - A.
(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Eselon IV - A,

il
\
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BAB Vii

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
DARI DAN DALAM JABATAN

Pasat 13

(1) Pejabat Eselon i diangkat dan diberhentikan olech Bupati setelah
mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT.

(2) Pejabat Eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris
Daerah atas pelimpahan waweiiang dari Bupati.

BAB VHII
TATA KERJA
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasaya Satuan Polisi Pamong Praja wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisas: simplikasi dan
komunikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Kepela Satuan Poiisi Pamong Praja wajib mengawasi pelaksanaan
tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang bertaku. :

Pasal 16

Kepala Satuan Polisi Pameng Praja bertanggung jawab, memimpin,
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingar. serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
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Pasal 17

Setiap laporan yang diterima cleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk £
menyususn {aporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
teknis kepada bawahannya.

acal 19
axQs {48
Dalarn inenyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula

Kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsmnal mempunyai
hubungan kerja.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, kepala Satuan Pclisi Pamong Praja
gibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka |
pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat |
berkala.

. Pasal 20

(1) Dalam hial kepala Satuan Polisi Pamong Praja perhalangan, maka |
Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan tugas-tugas Kepala :
Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peiundang-undangan g
yang berlaku. .

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka &
sebagai pelaksana Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat |
menunjuk salah satu Kepala Seksi yang iebinh senior.

S
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Keija
Perangkat Daerah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah
kabupaten Kendari Tahun 2006 Nomor 67);

Keputusan Bupati Kendari yang mengatur penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kendan tentanrg keiembagaan.

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

e T Y

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan
ditetapkan kembali oleh Bupati sepanjang menyangxut P<caturan
Delaksanaannya. '

Pasal 23

Peraturan Da=rah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-12-
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Agar setia orang dapat mengetanuinva, memernintahkan
nengundangan Perafuran Dzerah ind dengan penempatannyz dalam

tembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di: Unaaha
Pada Tanggal: 14 - 01 - 2008
BUPATI KONAWE,
TTD
H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di @ Unaaha
Pada Tanggal o '8-01-2008

SERRETAR!IS DAERAH

KABUPATEN KONAWE,
T1.u

MUSTARI T'*MORQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2008 NOMOR : 49

UNTUK SALINAN
DISALIN SES tf\l DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,

H._ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950
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3AGAN SUSUNAN ORAGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. KONAWE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR : 1 TAHUN 2008
KAB. KONAWE TANGGAL : 14 Januari 2008
1
KEPALA |
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAG'AN
TATA USAHA
SEKSI SEKS| SEKS|
PENGENDALIAN PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN
DAN PENGEMBANGAN DAN PENYIDIKAN
OPERASIONAL KAPASITAS |

H. ARIF BADI,¥H
NIP. 700 005 9%0
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BUPAT! KONAWE,
T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS
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